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Menimbang

I'PT SMP NEGERI 1 SUTERA
KECAMI,TAIT SUTERA

BUPATI PESISIR SDLATAN,

bahwa dalan rangka memberikan kepastian hukum kepada
pcnyelenggaraan pendidikan formal dan inlormal dalam
memberikan layanan pendidila kepada masyarakat perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Sel,atan tentang
lzin Opcrasional Penyelenggaraan Pendidikan lormal dan
Informal Uyl SMP Negeri 1 Sutera Kecamatan Sutera;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten daLam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah{ l€mbaran Negara Republik
Indonesia Taiun 1956 nomor 25) Jis Undang Undang D.t.
Nomor 21 Tahun 1957 {l,embaran Negafa Republik Indonesia
Tahun 1957), Undang- Undang Nomor. 58 tahun 1958
(tfmbaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108, Tambahan l€Dbaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Undang * Undang Nomor 32 Talun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tarbahan I-embar.an Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telal beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan l(edua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tent.1ng Pemerintahan Daerai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
l€mbaran Negaia Republik lndonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Irmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomo! 41, Tambahan l-embaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4496), sebagaiBana teLah diubal Ce.3,-..
Peraturan Pemeainrah \oDor 32 Taiun 2013 renIaog
Perubahan Atas Perauran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (l-embam.n \egara
RepubLik Indonesia Ta-hun 2005 \omor 71. Tambz,irao
l,cmbersn Ncgara Rcpublik Indonesia Norr1or 5410);
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Pe.aturan Pemerintal Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Umsan Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintai Kabupaten / Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48631;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Pelyelenggaraan Pendidikan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tarnbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103),
sebagaimana telah diutrah dengan Peraturan Pemerittah
Nomor 66 Tahun 2010 tentanS Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (kmbajan Negaja Repubtk
Indonesia Tahu 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Prasaiana dan Sarana Sekolal.;

Peraturan Menteri Perdidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendiiian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
lndonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta
didik Barl pada taman Kanak kana*, SekoLah Daszrr,

SekoLah Menengah Pertama, Sekolah Melengai Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;

Instruksi Presiden Nomor 5 1bhun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belaja. Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasarn Buta Alsara;

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Tata Keda dan Uraian Tugas Jabatan Strul<tural
Dinas Penanamafl Modal dan Pelayanan Perizinan 'I'erpadu
Salu Pintu:

Keputusan tsupati Pesisf Selatan Nomor '.

570/285/KPTS/BPT-PSl2017 tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas PeDanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir SeLatan;

lJ. Peraturan Bupa Pesisir Selatan Nomor 4J 'lahun 2016
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1. Surat Permohonan Kcpala Sekotah UPT SMP Negeri 1 Sutera
Kecamatan Sutera, tanggal 19 M.rret 2021 perihat
Pennohoran lzin Operasional Penyelenggaraan pendidikan
Foamaf dan Infonnel.

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .42O12O21/DPK
SMP.04/2021 Tanggal26 April 2021 tentang Rekomendasi Izin
Opcrasional Sekolah.

MEMUTUSKAIT

Memberikan lzin Operasional Kepada:

Menetapkan

KESATIJ

KEDUA

KETIGA

Nama l,embaga

Jenis Kegiatan

Nama
Penyelenggara

Jabatan

l,()kasi Sekolah

UPT. SMP ITEGDRI 1 SUTERA

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP )

Drs. ABD, AZIZ. R, M.Pd

Kepala Sekolah

Jl. Sungai Sirah Surantih Kecamatan
Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Izin Operasional Penyelengga:.aan Pendidikan FolTlral dan
Infonnal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku
selama Proses Belajar Tingkat SekoLlh Menengah pertama,
separjang tidak mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan
dan Peraturan Perundang Undangan yang berl,al<u.

Keputusan ini berlaku sejal< tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari lerdapar kekeliman dalam penetapan ini. a.kan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkao di : Paina!
Pada tanggal :29 /\pr112}21

A.l{. BUPATI PFEISIR SELATA.IT
PIT.IIEPAI,- A DPM PPTSP

BERISBLAII,s.sos. M.si
rrrP. 19720302 199302 1 001

Tembusd disampaikm (erada Ythi
1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Setatu di Paina;
2. Kepala DjDas Pendi.like De Kebuday@ Kab. Pessel di Paiidl
3. Arsip.


